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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas kedudukan hukum hasil pemeriksaan poligraf (lie detector) 

sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia dengan perbandingan 

terhadap pengaturan di New Mexico. Penggunaan poligraf masih menghadapi 

tantangan akibat ketiadaan regulasi yang jelas mengenai status hukumnya serta 

kualifikasi pemeriksa, yang berpotensi mengancam kepastian hukum dan 

menimbulkan inkonsistensi di pengadilan.  

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan perbandingan hukum, serta didukung wawancara dengan hakim di 

Pengadilan Negeri Padang Panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam 

hukum Indonesia, hasil poligraf dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli 

berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP atau sebagai alat bukti surat jika dituangkan 

dalam laporan tertulis oleh penyidik atau laboratorium forensik.  

Sebagai perbandingan, Rule 11-707 New Mexico Rules of Evidence secara eksplisit 

mengatur syarat penerimaan hasil poligraf sebagai alat bukti, termasuk standar 

validitas dan kualifikasi pemeriksa. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan 

regulasi yang lebih rinci di Indonesia guna menetapkan standar validitas, prosedur 

penggunaan, serta kualifikasi pemeriksa poligraf agar sesuai dengan asas keadilan 

dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.  
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